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Sistem pemungutan Pgjak Pertambahan Nilai di Indonesia menganut mekanisme pemungutan yang
dikenakan atas dasar pertambahan nilai (value added) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat bertindak sebagai pabrikan, importir, agen utama atau distributor
utama. Dengan kata lain, sistem Pgjak Petambahan Nilai dikenakan karena adanya penyerahan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pgjak, dipungut secara bertingkat padajaur produksi dan distribusi, dan berlakunya
mekanisme kredit pgjak (metode faktur pajak). Termasuk Pajak Pertambahan Nilai dari penjualan bahan
bakar minyak yang merupakan komoditi terbesar di Indonesia yang digunakan di berhagai sektor baik
industri, rumah tangga, transportasi dan sektor usaha lainnya yang sangat tergantung dengan bahan bakar
minyak.

<br><br>

Kebijakan yang diberikan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas bahan bakar minyak adalah
kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai secaraterpusat atau tempat terulangnya pajak
secaraterpusat. Hal ini akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan dalam hal ini kepatuhan di bidang Pajak
Pertambahan Nilal baik secaraformal maupun secara material. Pertamina melaksanakan pemungutan Pgjak
Pertambahan Nilal atas penjualan bahan bakar minyak yang tersebar di seluruh Indonesia oleh seluruh unit
pemasaran yang berjumlah 8 unit dan dari masing-masing unit ini diperluas lagi menjadi cabang-cabang
atau Depot atau Instalasi yang ada di seluruh Indonesia.

<br><br>

Daam sistem sentralisasi diperlukan banyak sekali waktu bagi informasi untuk mengalir keatas melalui
rantai komando dan bagi keputusan untuk mengalir ke bawah, sementara sentralisasi juga menuntut sejauh
mana para bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian pada dasarnya sentralisasi dan
desentralisasi bukan merupakan suatu batasan yang terpisah melainkan suatu kelanjutan (continum) dari
suatu komunikasi/informasi/data sehingga suatu keputusan dapat diambil secara tepat.

<br><br>

Melaui analisis teknik kuantitatif berupa metode penelitian asosiatif atau hubungan untuk mengetahui
pengaruh kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bahan bakar minyak terhadap
kepatuhan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai, dapat diketahui apakah terdapat korelasi variabel
independen dengan variabel dependen berupa variabel kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak
Pertambahan Nila atas penjualan bahan bakar minyak terhadap variabel kepaluhan perpajakan di bidang
Pajak Pertambahan Nilai. Dari analisis korelasi antar variabel tersebul terdapal dua sub variabel independen
yaitu sistem informasi dan pengamhilan keputusan yang ditunjukkan melalui indikator berupa sumber
informasi, proses informasi dan output informasi, sementara yang menjadi indikator dari sub variabel
pengambilan keputusan adalah proses pengambilan keputusan. Dalam variabel dependen berupa kepatuhan
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perpa akan memiliki dua sub variabel yailu kepatuhan formal dan kepatuhan material, diharapkan dapal
memberikan jawaban hipotesis yang diprediks sebanyak 14 hipotesis.

<br><br>

Dari andlisis korelasi diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variabel
independen dengan variabel dependen atau kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan perpajakan sebesar 48.6% sedangkan sisanya
sebesar 51.4% dipengaruhi oleh faktor lain. Namun demikian masih diperlukan adanya evaluas |ebih lanjut
perihal keakuratan data pemungulan Pajak Pertambahan Nilal serta perlu adanya koordinasi tentang data
pemungutan Pgjak Pertambahan Nilai dengan seluruh Unit/Cabang yang melaksanakan pemungutan Pgjak
Pertambahan Nilai sehinga pengambilan keputusan di tingkat pusat untuk menyajikan data berupa | aporan
pemungutan Pgjak Penambahan Nilal sudah dapat diyakini kebenarannya.

<hr><i>Collection system of Vaue Added Tax in Indonesia adopts a mechanism based on the value added
goods produced or submitted by Taxable Entrepreneur that may in form of manufacturer, importer, main
agent or distributor. In other word, the Value Added Tax isimposed for the delivery of Taxed Goods or
Services, imposed gradually both in production and distribution lines, and the adoption of tax credit
mechanism. Include of value added tax from fuel oil sales which is the biggest commodity in Indonesia used
in various sectors of industry, household, transport and other that greatly dependent on oil fuel.

<br><br>

The policy of Value Added Tax on Fuel oil salesis centralized in producer?s level, which that is, Pertamina.
This policy would he very influential toward the procurement of tax obligation, in this case, tax compliance
in formal and material compliance. Pertamina performs value added tax collection centrally upon oil fuel
sales throughout Indonesia by the entire eight sales units, and expanded from these units into branches or
depots or installations that exist in Indonesia.

<br><br>

In centralization system needs many times for information to emit a stream to the above of passing to
enchain commando and for decision to emit a stream of downwards, whereas centralized also claim how far
involved in subordinates of decision making. The principle of between centralization and decentralization
does not separate principle, but it is a continuum from communication so that the decision may be taken
quickly.

<br><br>

Through quantitative analysis technique by associative research method or correlation to find out the
influence of centralized value added tax collection policy on oil fuel against tax obligation accomplishment
in Vaue Added Tax, would be recognized is any correlation between independent variable and dependent
variable in form of policy of centralized to collect fuel oil of value added tax with tax compliance. Based on
both correlation analysis from the independent variable, the centralization policy, there are two sub-
variables; information system and decision making indicated by infomation source, information process and
information output, while the decision-making variable is the process of decision making. The dependent
variable in the form of tax obedience comprises two sub-variables, formal obedience and material
obedience, hopefully, may provide hypothetical answers, which are to be predicted consist of eight
hypotheses.

<br><br>

From the correlation analysis, resulted a relation data, which are: a significant positive correlation between



independent variable and dependent variable or in this context, said to be that there is a significant
correlation and positively between the policy of centralized Value Added Tax collection against tax
obedience in Value Added Tax is showed 48,6% and it is showed 51,4% is influenced by the other factors.
But it would be needed about accuracy and coordination of data collection so that can be made atrue
decision would be reported of value added tax.</i>



